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ABSTRAK

Icha Oktariza/222004180/2009/Analisis Pertimbangan Pemerintah Daerah dalam
menetapkan usulan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupatun Banyuasin/Akuntansi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini faktor — faktor apa yang menjadi dasar
bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyusun penetapan Nilai
Peroichan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Di Kabupaten Banyuasin. Tujuan adalah untuk mengetahui faktor —
faktor yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam
menyusun penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriktif yaitu suatu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui faktor — faktor yang menjadi dasar bagi Pemerintah
Kabupaten Banyuasin dalam menyusun penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten
Banyuasin. Data yang digunakan adalah adalah data sekunder, teknik
pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode wawancara.
Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini
bermanfaat memberikan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan
dapat dijadikan pedoman serta masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah
Kaupaten Banyuasin dan bermanfaat bagi almamater sebagai sumbangan karya
ilmiah yang dapat dibaca oleh mahasiswa yang tertarik masalah BPHTB.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut : faktor — faktor yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten
Banyuasin dalam menyusun penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupatun Banyuasin
adalah hampir semua faktor yang ada di indikator dan faktor yang dijadikan bahan
pertimbangan oleh tiap — tiap Kabupaten / Kota relatif sama. Tetapi yang berbeda
adalah hasil perhitungannya karena faktor — faktor tersebut harus disesuaikan
dengan situasi dan kondisi objektif yang mencakup segi — segi kehidupan dari
masyarakat kabupaten / kota yang bersangkutan. Hal ini membuka kemungkinan
terjadinya perbedaan NPOPTKP antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.
Pemindahan hak atas tanah dan bangunan yasng dilakukan oleh Notaris/PPAT
harus memenuhi persyaratan kewajiban perpajakan oleh karena itu selain
pelunasan bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) juga
disyaratkan oleh pejabat yang berwenang pelunasan Pajak Penghasilan ( PPhL )
serta pelampiran bukti pelunasan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) dalam rangka untuk mengetahui Nilai jual
Objek Pajak ( NJOP ) tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Kata Kunci : Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pembangunan disegala bidang dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, membutuhkan dana yang besar.
Pembiayaan tersebut didapat dari sumber-sumber penerimaan negara yang telah
ditetapkan dalam APBN. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang utama
adalah dari sektor pajak.

Sektor pajak adalah salah satu komponen penting dalam sumber
pendapatan atau penerimaan begara yang merupakan perwujudan kewajiban
setiap negara untuk berperan langsung dalam proses pembangunan.
Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk merubah dan
memperbaiki kondisi suatu daerah guna mencapai masyarak adil dan makmur.
Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yaitu pada tanggal 1
Januari tahun 2001 maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat
dilaksanakan dengan cepat dan tepat, dalam hal ini pajak adalah sumber dana
yang masih sangat potensial dan perlu dikembangkan.

Secara umum pajak adalah bangunan dari masyarakat oleh Negara
( Pemerintah ) berdasarkan Undang — Undang yang dapat dipaksakan dan
terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi atau
balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini




menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan
Undang — Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi
mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Memang dalam
penerapannya para wajib pajak tidak dapat secara langsung mendapat imbalan
dari usahanya membayar pajak karena hasil pajak akan lebih dialokasikan untuk
kepentingan mum atau kepentingan bersama seperti pembanguan jalan dan
fasilitas - fasilitas lain yang tentunya sangat bermanfaat.
Menurut Richard Barton dan Wirawan B.llyas (2001:5), ada 5 unsur
yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu ;
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun
daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin
dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas (2001:18), berdasarkan wewenang
pemungutannya, pajak dikelompokkan kedalam:
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya
dimasukkan sebagai bagian dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara).



2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya
dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah)

Salah satu bentuk Pajak Pusat adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, atau disingkat dengn BPHTB. Diatur dalam Undang — Undang No.21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah
diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2000, tentang perubahan atas
Undang- Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Sesuai dengan namanya, objek BPHTB menurut pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2000 menyatakan bahwa perolehan hak
atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum lainnya, memisahan peralihan, penunjukan
pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah,
pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000
dinyatakan bahwa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan
rumah susun. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor20 tahun 2000, tarif pajak

ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa dasar



pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Berdasarkan perhitungan BPHTB sangat dipengaruhi oleh besar
NPOPTKP yang berlaku didaerah bersangkutan, untuk NPOPTKP sangat penting
untuk diketahui oleh seseorang yang akan membayar BPHTB, NPOPTKP setiap
kabupaten / kota tidak sama. Besarnya NPOPTKP ini berdasarkan usulan Bupati
kepada Direktorat Jendral Pajak. Setelah mendapat persetujuan maka akan
diberlakukan NPOPTKP tersebut untuk wilayah tersebut.

Dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (2a), (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 diatur bahwa pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani akta
pemindahan atau Risalah Lelang atau surat keputusan pemberian atau pendaftaran
akta peralihan hak atas tanah dan bangunan pada saat wajib Pajak menyerahkan
buku pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Pasal 1 peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan
besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memuat ketentuan yang sama
dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor
20 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa penetapan besarya
NPOPTKP BPHTB untuk tiap-tiap Kota dan Kabupaten dilakukan oleh Menter:
Keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan dengan memperhatikan usulan
Pemerintah daerah yang bersangkutan serta mempertimbangkanperkembangan

perekonomian.



Berdasarkan uraian tersebut berkenaan dengan adanya ketentuan mengenai
besarnya NPOPTKP Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maka penulis
tertarik intuk mengadakan peneliian dengan judul “Analisis Pertimbangan
Pemerintah Daerah dalam usulan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten

Banyuasin”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya adalah :
faktor-faktor apa yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin
dalam menyusun penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyusun penetapan Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan di Kabupaten Banyuasin.



D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Unit Penelitian
Dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk
pengambilan keputusan didalam masalah penetapan Nilai Perolehan
Hak atas tanah dan Bangunan.

b. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis
didalam masalah penetapan Nilai Perolehan Hak atas tanah dan
Bangunan.

c. Bagi Almamater
Dapat menambah pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan
terhadap masalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan untuk

penelitian selanjutnya.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dikota Palembang" yang
dilakukan oleh Masagus M.Mardian (2003). Perumusan masalahnya adalah
Faktor-faktor apa yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palembang dalam
Menyusun usulan penetapan NPOPTKP BPHTB dikota Palembang. Tujuan
penelitian tersebut adalah untuk mengetahui faktor — faktor yang menjadi dasar
bagi Pemerintah Kota Palembang kepada Menteri Keuangan. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang
digunakan adalah metode wawancara, angket dan dokumentasi. Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil
penelitian sebelumnya disimpulkan berdasarkan analisis yang dilakukan pada
kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan kantor Notaris/PPAT ini
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah

ditetapkan.




B. Landasan Teori

Adapun landasan teori adalah sebagai berikut :
1. Pajak

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan negara dari masa ke
masa, pemungutan pajak mengalami perubahan-perubahan yang berarti.
Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya
merupakan pemberian sukarela oleh rakyar kepada raja dalam memelihara
kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan
umum dan membayar gaji pegawai.

Setelah terbentukya negara-negara nasional dan makin bertambah
luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara
membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka
pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi
pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk
undang-undang dan dapat di paksakan.

Sampai saat ini bagi kebanyakan negara didunia, penghasilan
negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil
kekayaan alam yang ada didalam negara itu. Dua sumber itu merupakan
sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.
Penghasilan itu digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang
akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu, seperti rekyat,

pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada



kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak
adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan ( 1990 : 5 ) menyatakan : “ Pajak
adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat
dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal( kontraprestasi), yang
digunakan untuk membayar kepentingan umum “. Dengan penjelasan
sebagai berikut : “ Dapat dipaksakan “ artinya : bila utang pajak tidak
dapat dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan,
seperti surat paksa, sita dan juga penyanderaan; terhadap pembayar
pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik, seperti halnya dengan

retribusi.

2. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 20 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang — Undang
Nomor 17 tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas hak Tanah dan
Bangunan.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 1 ayat
(1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang
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selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan
menurut ketuntuan pasal 1 ayat (2) adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehya hak atas tanah dan bangunan
oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah menurut pasal 1 ayat (3)
adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksuddalm Undang — Undang
Bea Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok — pokok
agrarian dan peraturan perundang — undangan lainnya yang berlaku :

Prinsip yang dianut dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2000 adalah :

a. Pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah berdasarkan sistem self assesment yaitu Wajib pajak
menghitung dan membayar sendiri utang pajakya.

b. Berdasarkan tarif yang ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan
Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

c. Pelaksanaan Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
bangunan dapat berlaku secara efektif, maka wajib kepada Wajib Pajak
maupun pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak
melaksanakan kewajibannya maka mereka akan dikenakan sanksi
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada
Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna
membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan

ekonomi daerah.
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e. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan diluar

ketentuan ini tidak diperkenakan.

3. Subjek, Objek dan Pengecualian Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.
a. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Subjek pajak yang dimaksud adalah subjek pajak yang dikenakan
kewajiban membayar pajak menurut Undang — Undang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak adalah
orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan.
b. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan
bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Perolehan
hak atas tanah dan bangunan meliputi :
1) Pemindahan hak karena
a) Jual beli
b) Tukar-menukar
¢) Hibah
d) Hibah wasiat
e) Waris
f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
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h) Penunjukkan pembeli dalam lelang
i) Pelaksanaan pemutusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum kuat
j) Penggabungan usaha
k) Peleburan usaha
1) Pemekaran usaha
m) Hadiah
2) Pemberian hak baru karena
a) Kelanjutan pelepasan hak
Kelanjutan pelepasan hak yaitu dengan pemberian hak baru
karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru
kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah
yang berasal dari pelepasan hak.
b.)Di luar pelepasan hak
Diluar pelepasan hak yaitu dengan pemberian hak baru
diluar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada
orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang

hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud diatas adalah meliputi :

(a) Hak Milik
Hak milik adalah hak turun menurun , terkuat, dan terpengaruh yang
dapat dipunyai orang pribadi atau badan — badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah.

(b) Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang
ditentukan oleh perundang — undangan yang berlaku.

(c) Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan — bangunan atas tanah yang bukan milikntya sendiri dengan
jangka waktu tamg ditetapkan dalam Undang — Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Dasar Pokok - Pokok Agraria.

(d) Hak Pakai
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang
lain yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang
bukan perjanjian sewa - menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu sepanjang tidak bertentang dengan jiwa dan peraturan

perundang — undangan yang berlaku.
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(e) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Hak Atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas satuanyang
bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun
meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersama yang semuaya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan

(f) Hak Pengelolaan.
Hak Pengelolahan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang
haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan
tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksaan tugasnya,
penyerahan bagian — bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dan atau kerja sama dengan pihak ketiga.

c. Objek Pajak BPHTB yang dikecualikan

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang

diperoleh :

1) Perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik.

2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atauuntuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.

3) Badan atau perwakilan organisasi internasionalyang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.
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4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hokum
lain dengan tidak adaperubahan nama.
5) Orang pribadi atau badan karena wakaf.

6) Orang pribadi atau badan yang digunakan kepentingan ibadah.

4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
a. Tarif Pajak BPHTB

Untuk menentukan besarnya nilai pajak terutang dari Wajib Pajak
yang bersangkutan digunakan perhitungan yaitu dengan jalan
mengurangkan jumlah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurang
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk
kemudian didapat Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Dikalikan dengan Tarif Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%. Hasil yang didapat
dari penjumlahan tersebut adalah merupakan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan yang terutang atau dengan rumus :

NPOPKP = NPOP - NPOPTKP

BPHTB terutang = NPOPKP x 5%
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b. Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
dalam hal :

1. Jual beli adalah harga transaksi.
Pengertian harga transaksi adalah harga yang telah terjadi dan telah
disepakati oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

2. Tukar — menukar adalah nilai pasar
Pengertian Niliai Pasar adalah harga rata — rata dari transaksi jual beli
secara wajar yang terjadi disekitar letak tanah da atau bangunan. Bila
terjadi tukar menukar kedua belah pihak dikenakan BPHTB.

3. Hibah
Hibah adalah nilai pasar.

4. Hibah wasiat
Hibah wasiat adalah nilai pasar

5. Waris
Waris adalah nilai pasar

6. Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainya adalah nilai
pasar

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.

9. pemberian baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

nilai pasar.

10. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar.
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11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.

12. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.

13. hadiah adalah nilai pasar.

14. Penunjukan dalam lelang adalah hak transaksi yang tercantum dalam
Risalah Lelang.

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ), berupa harga
transaksi atau nilai pasar sebaimana dimaksud diatas tidak diketahui
atau lebih rendah dari pada Hilai Jual Objek Pajak yang digunakan
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Jual Objek
Pajak Bumi dan Bangunan.

Mennurut Atep Adya Barata (2003 : 19), apabila yang diperoleh
nyata — nyata hanya tanah saja, dimana hanya transaksinya lebih
rendah dari NJOP maka NJOP yang digunakan adalah NJOP atas tanah
saja.

Selanjutnya Menurut Atep Adya Barata (2003 : 19) berkaitan
dengan hal tersebut dapat diketahui criteria dasar pengenaan BPHTB
berdasarkan fakta ( kenyataan ) lapangan sebagai berikut :

1) Apabila yang diperoleh adalah tanah kosong ( bareland ), maka NJOP
yang digunakan adalah harus NJOP PBB atas tanah kosong.
2) Apabila yang diperoleh adalah tanah yang diatasnya telah ada tanaman,

misalkan :
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a) Tanah dengan tanaman yang belum menghasilkan (belum
Produktif) maka NJOP yang harus digunakan adalah NJOP
PBB atas tanah belum menghasilkan ( belum produkif )

b) Tanah dengan tanaman yang menghasilkan ( sudah produktif )
maka NJOP yang harus digunakan adalah NJOP PBB atas tanah
produktif.

3) Apabila yang diperoleh berwujud tanah yang diatasnya telah ada
konstruksi tertentu misalnya bangunan atau emplasemen maka NJOP
yang harus digunakan adalah NJOP PBB atas tanah dan Bangunan /

emplasemen.

5. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk masing —
masing Kabupaten / Kota dan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan
Pemerintah. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
secara regional paling banyak Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah),
kecuali dalam hal atas perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan sekeluarga sedarah dalm
garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan
memberi hibah wasiat, termasuk suami / istri, NPOPTKP yang ditetapkan

Rp. 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ).
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6. Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT)

Salah satu pejabat yang mempunyai peranan dalam proses
pendaftaran tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) . Pejabat
Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
mengenai hak atas tanah. Akta otentik artinya akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang atau
peraturan-peraturan lainnya. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh
PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah dan bangunan.

7. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan
pajak antara lain menurut Mardiansmo (2003:7-8) Sistem pemungutan
pajak dibagi tiga yaitu :
a. Official Assement System
Official Assement System adalah suatu system yang memberi
wewenang kepada pemerintah ( fiskus )untuk menentukan besarnya
pajak terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri — cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarya pajak yang terutang ada pada
fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif
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3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Syarat Keterangan Pajak oleh
Fiskus.
b. Self Assement System
Self Assement System adalah suatu system pemungutan pajak yang
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang.
Ciri — cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutangada pada
wajib pajak.
2) Wajib pajak bersifat pasif, mulai dari menghitung menyetor dan
melaporkan sendiri.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
¢. With Holding System
With Holding System adalah suatu system pemungutan pajak yang
memberiwewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan
wajib pajak yang bersangkutan )untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri — cirinya :
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak

ketiga selain fiskus dan wajib pajak.
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8. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP )

Nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan kena pajak adalah
nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan hak atas
tanah dan bangunan tidak kena pajak dan dihitung sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak......cocoosimvssosisseiisin XX
Dikurangi :
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak........ xx_(-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.............. XX

9. Syarat Pemungutan Pajak
Pada abad ke-18 Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation
seperti yang dikutip oleh Achmad Tjahono dan Muhammad Fakhri Husein
(2000:21) ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil
yaitu :
a. [Equality and Equity
Equity atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama
atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak
yang sama sebagai contoh, dalam pajak penghasilan yang dikenakan
pajak yang sama bukan orang yang mempunyai penghasilan kena pajak
yang sama akan dikenakan pajak yang sama.
Fungsi equity atau kepatuhan adalah :
1) Jus adjuvandi, untuk menyesuaikan hukum

2) Jus spplendi, untuk menambah hokum
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3) Jus corrigenda, untukmengoreksi hokum
b. Certainty atau kepastian hokum

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang — Undang.
Dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang
dimuatkan undang — Undang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda
atau memberikan peluang untuk ditfsirkan lain.
c. Convenient of Payment

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib
pajak mempunyai uang, ini akanmengenakkan wajib pajak convenient.
Tidak semua wajib pajak mempunyai saat convenient yang sama, yang
mengenakkannya unttuk membayar pajak.
d.Economics of Collection

Dalam pembuatan Undang — Undang pajak, perlu dipertimbangkan
bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk.
Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukkan pajaknya hanya untuk

biaya pemungutaanya saja.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiono ( 2006-10 ) penelitian berdasarkan penjelasannya yaitu

penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable — variable yang

diteliti serta hubungan antare satu variable dengan variable yang lain.

Penelitian berdasarkan hal ini dapat dikelompokkan menjadi :

L,

Penelitian Deskriptif

Penelittan Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain.

Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah Penelitian yang bersifat membandingkan
dimana variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri tetapi
untuk sampel yang lebih dart satu atau dalam waktu yang berbeda.
Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan atara dua variable atau lebih.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian deskriktif yaitu suatu
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor — faktor yang menjadi

dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menetapkan Nilai

23
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Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah

dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin.

B. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pade Dinas Pendapatan Daerah yang beralamat di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo No.11 Telp.
0711-7060274 / 7690008 Fax.0711-7690008 Kode Pos 30753 Pangkalan
Balai.
C. Operasional Variabel

Operasional variable dalam penelitian ini adalah sebagat berikut ;



Tabel 1111

Operasionalisasi Variabel

Variabel

Definisil

Indikator

Nilai  Perolehan

Objek Pajak
Tidak Kena Pajak

(NPOPTKP)

Penetapan

NPOPTKP  untuk
masing — masing
Kabupaten / Kota
dan akan diatur
lebih lanjut dengan
Peraturan

Pemerintah.

-Realisasi target penerimaan
BPHTB.

-Gejolak sosial yang terjadi
dalam masyarakat.

-dampak  dari  penetapan
NPOPTKP.
beli

-Daya masyarakat

Kabupaten Banyuasin dalam
bidang perumahan.

Sumber : Penulis, 2008

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantore dan Bambeng Supomo ( 2004 : 146 )
dilihat dari cara memperoleh data terdiri dari :
1. Data Primer
Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari

individu ataupun perseorangan.
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2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain )
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder adalah data yang digunakan meliputi gambaran Kabupaten
Banyuasin meliputi gambaran Kabupaten Banyuasin serta literatur —

literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Soeratno dan Lincolyn Arsyat ( 2003:126) Teknik

pepgumpulan data terdiri dari :

1. Observast
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis
atas gejala — gejala yang sedang diteliti.

2. Wawancara
Wawancara adalah salah satu pengumpulan informasi dengan tanya jawab
langsung dengan responden.

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian

melalui literatur — literatur yang berhubungan dengan penelitian.
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4. Angket
Angket adalah daftar pertanyaan tertulis vyang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden yang ( kadang — kadang ) tempat
tinggalnya tersebar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian int
adalah dengan bertanya langsung kepada para pejabat dan karyawan /
karyawati Dispenda yang menyangkut masalah penelitian ini disertai
dokumentasi.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeratno Dan Lincolyn Arsyat ( 2003:126 ) analisis data terdiri
dari :

1. Analisis Kuahtatif
Analisis Kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka — angka
tetapt dengan menggunakan klasifikasi — klasifikasi.

2. Analisis Kuantitatif
Analisis Kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam angka —
angka dan dapat dihitung. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara
mengumpulkan dan menyusun data — data dari objek untuk kemudian
diolah menjadi data yang bermanfaat.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pendapatan Kabupaten Banyuasin

Bidang pajak dan retribusi pada daerah Kabupaten Banyuasin sebelum
tahun 2002 merupakan urusan bagian dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah
masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Banyuasin dengan mengacu pada
pembentukan peraturan Perundangan No. 10 Tahun 2004. peraturan ini
merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kabupaten
Banyuasin dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksana pemerintah
daerah yang bertempat di Kabupaten Banyuasin serta memiliki tugas mengelola
segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah
serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah
kabupaten Banyuasin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2003
tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupten Banyuasin. Hal ini
dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti pertambahan
penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyesuaian struktur organisasi
Dipenda di Kabupaten banyuasin.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin bertempat tinggal di
komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo No. 11 Telp.

0711 7066274 Fax 07117690008 Kode Pos 30753 Pangkalan Balai.
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2. Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin

Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi
pengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Selain letak wilayah, luas
wilayah pun demikian. Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi
mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna
mendukung pembangunan wilayah bersangkutan.

Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten baru di Propinsi Sumatera
Selatan mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber daya alam
yang cukup melimpah. Selain itu Kabupaten Banyuasin secara geografis
terletak dijalur lalu lintas antar propinsi. Luas wilayah Kabupaten Banyuasin
Sekitar 11.832,99 Km2 atau sekitar 12,18 % luas Propinsi Sumatera Selatan
dan terletak antara 1,3 derajat — 4 derajat Lintang Selatan dan 104 derajat 40' -
105 derajat 15' Bujur Timur.

Secara geografis batas — batas wilayah kabupaten adalah sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi,
Propinsi Jambi dan Selat Bangka

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim.
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3. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banyuasin tentarig tugas dinas
daerah, dijelaskan bahwa tugas pokok dari Dipenda Kota Palembang adalah
sebagai pelaksana pemerintah di daerah dibidang pemungutan pendapat
daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan,
penetapan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah,
khususnya pada Kabupaten Banyuasin.

Fungsi Dipenda Kabupaten Banyuasin Yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.

b. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan
mempersiapkan menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta
program kerja.

¢. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan
pungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

d. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan
pendapatan daerah .

e. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan
peningkatan pendapatan daerah.

f. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan
pengamanan teknis atau pelaksanaan teknis atau pelaksanaan yang
ditetapkan oleh bupati serta perundangan berlaku.

g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD )
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya

4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah
1. Struktur organisasi

Kecamatan Banyuasin merupakan perangkat daerah kabupaten
yang merupakam wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab jaeab kepada Bupati. Dalam
rangka menjalankan kegiatan pemerintahan Kecamatan Banyuasin maka
diperlukan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dari
unut — unit kerja yang ada pada kantor kecamatan.

Struktur organisasi menggambarkan suatu tatanan dan hubungan
antar bagian, mengatur tugas dan tanggung jawab secara logis. Struktur
organisasi merupakan pedoman yang membagi pekerjaan dan
memperhatikan spesialisasi yang dimiliki. Struktur organisasi bisa
diartikan sebagai usaha untuk menciptakan fungsi satu dengan yang
lainnya, wewenang dan tanggung jawab nya serta mencerminkan jenjang
organisasi termasuk hubungan pelaporannya. Dengan adanya struktur
organisasi karyawan dapat mengetahui pekerjaan apa yang wajib
diselenggarakan dan dari siapa karyawan tersebut bertanggung jawab.

Struktur organisasi dianggap sebagai dasar menyeluruh yang
mempersatukan fungsi — fungsi kerja yang menetapkan hubungan -

hubungan sesame personil yang melaksanakan fungsi — fungsi respensif.
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Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja sama atas
pembagian tugas dan wewenang dalam suatu pemerintahan, struktur
organisasi sangat penting peranannya dalam suatu organisasi atau instansi
karena struktur organisasi ini berfungsi intuk mengetahui tugas masing ~
masing pengawasan dan jabatannya.
2. Pembagian Tugas

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada pemerintahan
Kecamatan Banyuasin memeriukan adanya tata kerja, yang man
adidalamnya terdapat susunan bagian kerja yany tepat schingga pembagian
kerja dapat dilakukan dengan seefisien mungkin serta mendapatkan
hasilyang maksimal. Pembagian tugas adalah pemecahan dart tugas yang
sidemikian rupa schingga setiap orang atau pegawai dalam organisasi
bertanggung jawab dalam melaksanakan aktifitas tertentu saja. Adanya
pembagian tugas dapat menjadikan bertambah terampilnya dalam
melaksanakan suatu pekerjaan karena tugas ini merupakan bidang tertentu
saja tidak keseluruhan. Berdasarkan hal tertentu, maka pembagian tugas
disebut sebagai tiang dasar suaru pengorganisasian, jelaslah bahwa dalam
organisasi pembagian tugas sangatlah penting karena tanpa adanya
pembagian tugas memungkinkan akan terjadinya kesimpangsiuran
diantara pegawai didalam melaksanakan tujuan organisasi.
Pembagian tugas seperti yang tergambar dalam struktur organusasi

pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :
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A. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggt di Dipenda memiliki tugas

yaitu:

b

2)

3)

4)

5)

6)

7

Menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang
selaras dengan Visi dan Mist daerah.

Membuat Program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang
dan tujuan jangka pendek.

Mengkoordinir kegiatan Tata Usaha dan Bidang-bidang.

Memberi petunjuk membina membimbing dan mengawasi
pekerjaan bawahannya yang berada dalam lingkungan dinasnya.
Melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi
terkait baik pusat maupun daerah.

Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati serta perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD)

B. Sekretaris

Sekretarts menyelenggarakan Fungst :

1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dilingkungan

dinas.
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2) Melakukan urusan tata usaha, umum, perlengkapan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.

3) Menyelenggarakan pembinaan dan tata laksana dalam arti
membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan
ketatalaksanaa dilingkungan Dinas serta pengembangannya.

4) Merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan
prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Mengumpulkan data untuk bahan informsi dibidang tugasnya serta
mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala
desa.

6) Mengumpulkan, mengolah, menggali dan memelihara data /
informasi serta melakukan penyusunan perpustakaan sesuai
petunjuk kebijakan kepala dinas.

7) Memberikan saran / pertimbangan kepada kepala dinas mengenai
langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :
1. Sub bagian Umum dan perlengkapan, mempunyati tugas :
a. Melaksankan, pengelolaan, / urusan surat-menyurat perjalanan

dinas, kearsipan protocol dan anggaran rumah tangga.
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b. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan
dan penyelenggaraan rapat dinas.

c¢.  Merencanakan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana.

d. Melakasanakan pengelolaan inventaris kantor.

e. Melakukan prawatan dan perbatkan peralatan kantor.

f.  Menghimpun dan memperbanyak peraturan perundang-undangan,
peraturan daerah, keputusan bupati tentang pajak dan retribusi,
pendapatan daerah serta pedoman pelaksanaan.

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

h.  Melaksanakan tugas diberikan oleh sekretaris.

2. Sub bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan / urusan kepegawaian, pengusulan
kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti.

b. Menganalisa kebutuhan pegawai, kepindahan pegawai, penempatan
pegawai dan tindakan distplin pegawai.

c. Melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai,
pelatihan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

d. Mengurus dan melaksanakan upacara-upacara, rapat dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang sejenis.

e. Menyusun / memuat daftar hadir pegawai.
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Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris
tentang langkeh-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang
tugasnya.

Melaksanakan tugas yang diberikan sekretaris.

3. Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a.

Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperiuan anggaran
belanja dinas.

Merencanakan palfond kebutuhan anggaran dan tata cara
penggunaan anggaran tersebut.

Melaksanakan dan mengatur penggunaan anggaran.

Mengurus pencarian keuangan, perjalanan Dinas, uang biaya
pemungutan dan biaya operasional.

Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan.

Melaksanakan tugas yang diberikansekretaris.

C. Bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1) Mengkoordinir rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2) Pemantauan, penggalian dan peningkatan sumber pendapatan daerah.

3) Menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

pendapatan daerah.
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4) Penghimpun, penyiapan dan perumusan bahan-bahan rancangan
peraturan dacrah, keputusan bupati dan ketetapan lain dibidang
pendapatan daerah.

5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
tentanglangkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

6) Menyusun rencana target perubahan dan rencana target tahun
berikutnya.

7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari :

1. Sekst Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pendapatan daerah yang bersumber dan pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak
bumi dan bangunan.

b. Menyusun rencana dan pengendalian serta langkah-langkah dan
menindaklanjuti penyebab target tidak tercapai.

¢. Mengumpulkan, meneliti dan merumuskan usul perubahan tariff untuk
pembuatan raperda / keputusan Bupati tentan pengembangan dan
penyempurnaan teknis administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi

daerah dan pendapatan daerah lainnya.
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Menyusun rencana intensifikasi pungutan pendapatan daerah yang
bersumber dart pajak daerah, retribusi dacrah dan pendapatan daerah
laninnya.

Merumuskan dan merencanakan bentuk formula antara lain pungutan
Pajak dan Retribusi serta pendapatan daerah lainnya.

Menggali dan mengembangkan sumber pendapatan daerah.
Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh kepala bidang

perencanaan dan pengendalian.

2. Seksi Peningkatan dan Penyuluhan, mempunyai tugas :

a.

b.

1)

2)

Menyusun sumber pendapatan daerah.

Menyusun penyuluhan guna insentifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah.

Menyusun program penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
mengenai peraturan daerah, perundang-undangan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang.

Bidang Pendapatan.

Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
pendataan, pendaftaran wajib pajak.

Melakukan perhitungan besarnya pajak daerah dan menerbitkan surat

ketetapan pajak daerah (SKPD) terhutang.
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4)

)

6)
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Menerbitkan surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib
pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menerima dan melayani surat-surat keberatan dan banding atas materi
penetapan.

Menyiapkan dan merencanakan target pajak daerah.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pendapatan terdiri dari :

1.Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Mempunyai tugas :

a.

Menyiapkan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib
pajak daerah, obyek pajak serta pendapatan daerah lainnya.
Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dacrah.
Menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.
Memberikan nomor pajak wajib pajak daerah, (NPWD).

Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh kepala bidang
pendapatan.

Memberikan saran / pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan

tugasnya.

2. Seksi Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas :

b.

Menyiapkan dan mengirim surat yang berhubungan dengan penagihan.

Melaksanakan penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.




c. Menyipkan surat tegoran, surat paksa, sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
d. Menerima atau melayani menolak keberatan dan meneruskan

penyelelesaian permohonan banding atas penetapan pajak daerah.

¢. pendapatan.

E. Bidang Retribusi dan Penerimaan
Bidang Retribusi dan Penerimaan, menyelenggarakan fungsi :

1) Mengkoordinasikan dan membina admnistrasi atas pelaksanaan
pemungutan retribusi daerah kepada dinas / instansi terkait.

2) Melaksanakan pefiatausahaan atas penerimaan retribusi dari dinas /
instansi pemungut yang disampaikan kepada dinas pendaptan daerah

3) Melakukan koordinasi administrasi pajak bumi dan bangunan.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentng
langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Retribusi dan Penerimaan terdiri dari :

1. Seksi Retribusi dan Penerimaan Sumber-sumber lain, mempunyai
tugas

a. Mengkoordinasikan dan membina administrasi atas penerimaan
pungutan retribusi daerah kepada dinas / instansi pemungut.

b. Mengkoordinasikan administrasi sumber lain-lain.
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¢. Melaksanakan ponsen / porforasi / berita acara karcis rtribusi.

d. Menyiapkan laporan penerimaan retribusi dan penerimaan sumber
lain-lain.

e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang retribusi

dan penerimaan lain-lain.

2. Seksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak PBB bekerja sama
dengan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

b. Melaksanakan kegiatan penyampaian SPPT PBB yang diterima dari
kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

c. Melakukan kegiatan penyuluhan, monitoring, Instensifikasi serta
Eksensifikasi PBB untuk tahun berjalan.

d. Melakukan penyisiran terhadap tunggakan PBB ke desa / kelurahan
bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

e. Membantu menyampaikan pengajuan keberatan dari wajib pajak dan
menyampaikan hasil proses keberatan.

f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang retribusi

dan penerimaan lain-lain.

F. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan Menyelenggarakan fungsi :
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2)

3)

4)

3)

6)
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Melaksanakan pencatatan / pembukuan penerimaan dan pengeluaran
benda berharga.

Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD
serta pendapatan lainnya.

Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan,
pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.

Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PAD serta penetapan
lainnya.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan / tahunan seluruh
pendapatan daerah.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

1. Seksi Pembukuan, mempunyai tugas :

a.

Melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan
dan tunggakan pajak daerah dan penerimaan lainnya.

Membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan.
Menyiapkan bahan laporan bulanan secara priodik atas perkembangan
penerimaan pajak daerah kepada bupati.

Melaksanakan pencatatan / pembekuan penerimaan dan pengeluaran
berharga.
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2. Seksi Pelaporan, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan laporan secara prodik mengenai realisasi penerimaan
tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan.

. Menyiapkan realisasi laporan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan
lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan

dan pelaporan.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan
teknis operasional dinas pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang
kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas

pendapatan daerah.

H. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendapatan Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai tugas sebagian fungsi dinas pendapatan daerah dalam kegiatan
teknis dibidang pendapatan daerah secara professional sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.

5. Keadaan Pegawai
Keberadaan pegawai sangat menentukan dalam merumuskan

kebijakan publik dibidang pengelolaan pemungutan pajak daerah terutama

%

2 il g
P %'ba,
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yang berada dalam rangka kinerja Dipenda. Fersonil yang bekerja di Penda
Kota Palembang saat ini berjumlah 131 orang dengan kondisi personil
sebagai berikut :

a. Berdasarkan tingkat pendidikan formal terdiri dari :

1) 82 =3 orang.
2) 81 = 36 orang
3) Sarjana Muda =1 orang
4) SLTA = 12 orang
5) SLTP = .
6) SD = -

a. Berdasarkan pelatihan jabatan terdiri dari :

1) Spamen =1 orang
2) Spama =6 orang
3) Adamla = 15 orang
4) Adum =5 orang

b. Berdasarkan golongan :

1) Golongan IV =5 orang
2) Golongan III = 38 orang
3) Golongan 11 =9 orang

4) Golongan 1 = -



BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KEBUPATEN BNYUASIN

Kepala Dinas
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan I ]
Fungsional :
Sub Bagian umum dan Sub Bagian Sub Bagian
Perlengkapan Kepegawaian Keuangan
L | I
Bidang Perencanaan Bidang Bidang Retribusi dan Bidang Pembukuan dan
dan pengendalian Pendapatan Penerimaan Lain-lain Pelaporan
| ] | |
Seksi Perencanaan dan Seksi Pendaftaran, || Seksi Retribusi dan Penerimaan ;
Pengendalian | Pendataan dan Penetapan sumber lain-lain At by
Seksi Peningkatan dan |__|Seksi Penagihan dan . . ;
Penyuluhan Kebe S Seksi Penerimaan PBB Seksi Pelaporan

Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD)

Sumber : Dinas Pendapatan daerah
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B. Pembahasan Hasil Penelitian
Dasar Bagi Pemerintah Kabupater Banyuasin Dalam Menyusun Usulan
Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak .

Bea Perolehan Hak ates Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut
lembaga yang berwenang memungutnya merupakan pajak pusat, namun
hasil dari pemungutan pajak itu sendiri sebagian besar diperuntukkan bagi
pembiayaan pembangunan di daerah yang bersangkutan, yang dibuktikan
dari ketentuan pasal 23 ayat (1), (1a) dan (2) Undang- undang Nomor 20
Tahun 2000 yang mengatur bahwa penerimaan negara dari BPHTB dibagi
dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah
daerah yang bersangkutan.

Bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh pemerintah
Kabupaten/ Kota secara merata. Bagian Pemerintah Daerah dibagi dengan
imbangan 20% untuk pemerintah provinsi dan 80% untuk pemerintah
Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Selain itu, menurut pasal 9 ayat (3)
Undang-undang No. 20 Tahun 2000, tempat pajak terutang adalah wilayah
Kabupaten, Kota atau Provinsi yang meliputi letak tanah dan bangunan.
Oleh karena itu adalah wajar apabila dalam pelaksnaannya dilakukan
koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana tanah
dan bangunan tersebut berada.

Kabupaten banyuasin memegang peranan dalam bidang
pemerintahan dalam kehidupan sosial. Untuk itu kegiatan pembangunan,

terutama yang ditujukan bagi peningkatan dan penyediaan sarana serta
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fasilitas umum demi mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat perlu
terus digiatkan. Sektor-sektor penerimaan daerah yang potensial dan esensial
harus dioptimalkan, salah satunya adalah usaha peningkatan pendapatan
daerah dan sector pajak, khususnya dan pemungutan BPHTB. Namun dalam
pelaksanaannya tetap harus berpedoman kepada aturan-aturan hukum yang
berlaku, sehingga hak-hak masyarakat kabupaten Banyuasin dalam usaha
untuk mempertahankan kualitas hidupnya tidak dilanggar oleh aparat
pemeritah.

Usulan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) untuk kabupaten banyuasin disusun oleh pemerintah kabupaten
banyuasin dan disampaikan kepada menteri keuangan melalui surat bupati
banyuasin. Dalam hal ini, yang memiliki peran dominant dalam proses
penyusunan materi usulan penetapan tersebut adalah Dinas Pendapatan
Daerah (Dipenda) kabupaten Banyuasin. Hal ini terkait dengan posisi
Dipenda kabupaten Banyuasin sebagai bagian dari struktur organisasi
pemerintah kota banyuasin yang bertugas untuk mengkoordinir pendapatan
pemerintah kabupaten banyuasin dari sektor pajak dan retribusi.

Dalam pembuatan usulan penetapan NPOPTKP, Dipenda kabupaten
banyuasin berinisiatif untuk memulai proses penyusunan materi setelah
terlebih dahulu menerima surat pemberitahuan perihal usulan penetapan
NPOPTKP untuk kabupaten banyuasin yang berlaku pada tahun berikutnya
dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) kabupaten

banyuasin . Setelah surat pemberitahuan tersebut diterima, maka akan
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diadakan rapat untuk membahas rancangan usulan penetepan NPOPTKP
untuk kabupaten banyuasin dengan mengundang unsur-unsur yang terkait,
yaitu para camat yang membawahi kecamatan-kecamatan kabupaten
banyuasin, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan  Hukum,
Organisasi dan Tata laksana pemerintah kabupaten banyuasin, Kepala
bagian keuangan pemerintah kabupaten banyuasin dan dari pihak dipenda
kabupaten banyuasin sendiri.

Dalam rapat tersebut, dibahas faktor-faktor yang menjadi dasar

pertimbangan dalam penentuan berada NPOPTKP untuk Kabupaten

Banyuasin yang diusulkan untuk tahun berikutnya, yaitu :

Realisasi target penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan;

Gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat;

Dampak dari penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

tersebut;

Daya beli masyarakat kabupaten Banyuasin dalam bidang perumahan.
Pada umumnya, faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan

oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota relatif sama. Tetapi yang berbeda adalah

hasil penghitungannya karena faktor-faktor tersebut harus disesuaikan

dengan situasi dan kondisi objektif yang mencakup segi-segi kehidupan

dari masyarakat kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini membuka

kemungkinan terjadinya perbedaaan NPOPTKP antara satu daerah dengan

daerah yang lainnya. Faktor — factor yang menjadi dasar pertimbangan
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dalam penentuan berapa NPOPTKP untuk Kabupaten Banyuasin yang

diusulkan untuk tahun berikutnya yaitu :

1) Realisasi target penerimaan bea perolehan Hak atas tanah dan
bangunan.
Tabel IV.1
Daftar Target dan Realisasi Kabupaten Banyuasin Dari Pemungutan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tahun 2006-2007
Tahun Target Realisasi
2006 | Rp. 5.100.000.000,00 Rp. 1.262.300.318,00 24,75
2007 | Rp. 5.100.000.000,00 Rp. 3.611.517.871,00 70,81
Jumlah | Rp. 10.200.000.000,00 Rp. 4.873.818.189.00 46,06

Sumber : Unit Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Banyuasin, 2008

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian
target BPHTB tahun 2006 sebesar 24,75% dan pada tahun 2007 adalah
sebesar 70,81%, bila dibandingkan realisasi pencapaian target antara tahun
2007 dibandingkan tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 46,06%.Ketika
NPOPTKP belum mempertimbangkan usulan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin, oleh sebab itu target penerimaan dari pemungutan BPHTB
untuk Kabupaten Banyuasin tidak tercapai selain disebabkan oleh

sebagian besar nilai BPHTB dibawah nilai NPOPTKP yaitu sebesar
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Rp.15.000.000 dan juga ada faktor — faktor lain yang mempengaruhi,
seperti dasar penyusunan target yang mungkin terlalu besar sedikitnya
transaksi jual beli tanah dan bangunan, dan lain — lain.

Secara umum penetapan suatu target akan melekat pada
pencapaian target tahun sebelumnya. Apabila target penerimaan dari
BPHTB pada tahun sebelumnya dapat direalisasikan, maka target untuk
tahun berikutnya cenderung ditingkatkan, seiring dengan pemikiran bahwa
masyarakat mampu memikul beban pajak pada tahun sebelumnya. Salah
satu usaha yang dilakukan agar target penerimaan daerah dari BPHTB dapat
terealisasikan adalah dengan mengusulkan penurunan NPOPTKP untuk
tahun berikutnya kepada menteri keuangan.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk
Kabupaten Banyuasin ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah).

Kalau Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
diturunkan dari Rp 15.000.000,00 ke Rp 10.000.000,00 maka diharapkan
semakin banyak potensi transaksi jual beli tanah dan bangunan yang akan
terkena objek BPHTB. Semakin besar potensi pajak BPHTB yang dapat
dipungut diharapkan semakin besar potensi pencapaian target Pendapatan
Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Banyuasin. Assumsi faktor lain tidak
mengalami perubahan maka objek pajak BPHTB akan mengalami kenaikan
sebesar 25 %, sedangkan kalau Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena

Pajak (NPOPTKP) dinaikan dari 15.000.000,00 menjadi 20.000.000,00
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dikhawatirkan penyesuaian BPHTB akan semakin menurun dikarenakan
tanah sebagai objek transaksi jual beli tanah yang terkena objek BPHTB.
Apabila pendapatan BPHTB semakin kecil akan berpengaruh pada
penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) maka Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Banyuasin akan berkurang dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten baru di Propinsi
Sumatera Selatan mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber
daya alam yang cukup melimpah Dilihat dari letak suatu Kabupaten
Banyuasin yang strategis akan memberikan kontibusi pengaruh terhadap
perkembangan wilayah tersebut. selain letak wilayah, luas wilayah pun
demikian. Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai
kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung

pembangunan wilayah bersangkutan.

2) Gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat

Dalam membahas usulan penetapan NPOPTKP BPHTB,
Pemerintah kabupaten Banyuasin harus memperhatikan kondisi sosial
masyarakat kabupaten Banyuasin pada saat sebelum ketentuan tersebut
diberlakukan, khususnya segi kehidupan perekonomian, karena apabila
ketentuan tersebut memberatkan ekonomi masyarakat kabupaten banyuasin,
maka kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan

dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat negatif.



52

Dalam hal untuk mencegah terjadnya gejolak sosial di dalam
masyarakat yang berkaitan dengan penetapan NPOPTKP untuk kabupaten
Banyuasin, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Dipenda
Kabupaten Banyuasin adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para
wajib pajak melalui perantaraan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Hal ini pada hakikatnya dilakukan untuk memberikan pengertian
dan pemahaman kepada para wajib pajak mengenai latar belakang
pengenaan pajak serta pentingnya peran pajak dan wajib pajak dalam

menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

3) Dampak penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Dalam hal ini, pihak pemerintah kebupaten Banyuasin harus dapat
memprediksikan dengan tepat mengenai kondisi sosial masyarakat
kabupaten Banyuasin setelah ketetapan tersebut diberlakukan. Dampak
dari penetapan tersebut terhadap kondisi sosial misalnya:
a. Dalam bidang sosial apakah penetapan NPOPTKP tersebut berpotensi
menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat serta perlu diperhatikan
apakah penetapan tersebut akan membawa dampak buruk terhadap citra
pemerintah di mata masyarakat.
a. Dalam bidang ekonomi, apakah penctepan NPOPTKP tersebut akan
berdampak negatif terhadap kemampuan ekonomi masyarakat kabupaten
Banyuasin, khususnya untuk golongan masyarakat ekonomi lemah yang

membutuhkan fasilitas dan ketersediaan sarana perumahan yang layak
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huni dan terjangkau dari segi harga. Dalam hal ini, golongan masyarakat
ekonomi lemah harus dilindungi dari berbagi macam pungutan yang
memberatkan dan mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karma itu,
sedapat mungkin diusahakan agar golongan masyarakat ini tidak
dikenakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk itu,
yang dijadikan patokan adalah harga tertinggi Rumah sangat sederhana
dan satuan rumah susun layak huni yang dibangun perum perumnas dalam
wilayah kabupaten Banyuasin.
b. Dalam bidang perdagangan, apakah penetapan tersebut akan
berpengaruh terhadap intensitas lalu lintas pengalihan hak atas tanah serta
fluktuasi harga transaksi tanah dan perumahan dalam wilayah kabupaten
Banyuasin.
¢. Dalam bidang hukum, perlu diperhatikan apakah penetapan tersebut
telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta tidak
menyalahi ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
Perhitungan yang tepat mengenai dampak dari ditetapkannya
NPOPTKP terhadap segi-segi kehidupan masyarakat. Kabupaten Banyuasin
disatu sisi akan menjamin terciptanya suasana tenang dalam kehidupan
masyarakat sehingga bentuk-bentuk kegiatan dalam bidang perekonomian
dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, untuk itu, diperlukan kalkulasi
yang cermat dari pihak pemerintah, karena pada dasarnya dalam hal ini ada

dua kepentingan Negara (pemerintah) dan kepentingan masyarakat.
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4) Daya beli masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam bidang perumahan.

Masyarakat dari golongan ekonomi lemah tetap harus di beri
jaminan atas penghidupan yang layak, artinya terpenuhi kebutuhan pangan,
sandang, dan papan, serta diberikan toleransi atau keringanan dari pungutan-
pungutan atau pajak yang dirasa memberatkan. Di Indonesia hal ini diatur
dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap
warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”, serta ketentuan pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan
bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya”.

Oleh karena itu, dalam bidang perumahan, pemerintah Indonesia
memberikan fasilitas kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat
Indonesia dart golongan ekonomi lemah. Hal ini ditindak lanjuti dengan
pendirian perusahaan Umum perumahan Nasional atau disngkat dengan
perum perumnas. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1988
bidang usaha perum perumnas adalah membangun perumahan rakyat dan
prasarana lingkungannya di daerah perkotaan yang ditujukan untuk
masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah.

NPOPTKP untuk kabupaten banyuasin sedapat mungkin
diusahakan berada tidak jauh di bawah harga tertinggi satuan rumah
sederhana dalam wilayah kota Palembang, sehingga golongan masyarakat
ekonomi lemah yang menjadi konsumen satuan rumah sederhana dapat

memenuhi pungutan BPHTB.
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Income perkapita penduduk banyuasin tahun 2006 atas dasar harga
berlaku sebesar Rp 7.573.143 (dengan migas). Pendapatan perkapita tanpa
migas sebesar Rp 5.833.644. Domestik Regional Bruto atas dasar biaya
factor dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pertumbuhan pendapatan
perkapita Banyuasin menunjukkan angka yang meningkat pada periode
2003-2006.

Pendapatan perkapita untuk Sumatera Selatan penduduk pada
tahun 2007 pendapatan perkapita Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku
dengan migas dan tanpa migas meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp
11.805. 211 tahun 2006 menjadi 13.292.695 tahun 2007 (dengan migas),
sementara tanpa migas naik dari Rp 7.784.609 menjadi Rp 9.025.731.

Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan dengan
migas dan tanpa migasjuga mengalami meningkatan yaitu dari Rp 6.367.452
tahun 2006 menjadi 6.623.790 (dengan migas), tanpa migas dari Rp
4.738.876 menjadi 5.032.531.

Setelah tercapai kata mufakat, maka rancangan usulan penetapan
NPOPTKP untuk kabupaten Banyuasin tersebut akan dimintakan fatwa
( persetujuan ) DPRD kabupaten Banyuasin NPOPTKP dan BPHTP tersebut
dapat realitasnya adalah merupakan pendelegasian wewenangan dari
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah,
sechingga secara umum dapat dikatakan bahwa surat keputusan Menteri
keuangan tersebut adalah bagian tidak langsung dari undang-undang

maupun peraturan pemerintah itu sendiri, serta karena surat keputusan
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Menteri keuangan tersebut pada hakikatnya membebankan suatu kewajiban
dan mengambil sebagian hak-hak masyarakat kabupaten Banyuasin, maka
adalah wajar apabila surat usulan yang kemudian akan menjadi salah satu
dasar pertimbangan atas ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam surat
keputusan menteri keuangan tersebut harus terlebih dahulu disetujut oleh
masyarakat kanupaten Banyuasin yang direpresentasikan oleh DPRD
kabupaten Banyuasin.

Apabila telah disetujui oleh DPRD kabupaten banyuasin, maka
rancangan usulan tersebut akan diusulkan kepada Bupati Banyuasin untuk
disahkan kedalam bentuk surat Bupati Banyuasin perihal usulan penetapan
nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan untuk kota Palembang, yang ditujukan kepada menteri
keuangan. Menteri keuangan akan menjadikannya sebagai salah satu bahan
pertimbangan dalam menetapkan NPOPTKP untuk kabupaten Banyuasin
yang disahkan melalui surat keputusan menteri keuangan.

Namun demikian, surat usulan penetapan tersebut tidak memiliki
kekuatan yang mengikat, artinya menteri keuangan dapat mengabatkan
keberadaannya atau dengan kata lain mnetapan NPOPTKP melebihi atau
kurang dari jumlah yang diusulkan. Usulan penetapan dan penetapan besar
NPOPTKP dilakukan setahun sekali, sehingga memungkinkan untuk
diadakannya perubahan-perubahan agar sesuai dengan perubahan kondisi
perekonomian dan daya pikul masyarakat Kabupaten Banyuasin. NPOPTKP

berlaku setahun, terhitung mulai tanggal 1januari sampai dengan 31 desember
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pada tahun yang telah ditentukan melalui surat keputusan menteri keuangan

tersebut.



I.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang
"Analisis Pertimbangan Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Usulan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Banyuasin".
Usulan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) untuk Kabupaten Banyuasin disusun oleh pemerintah Kabupaten
Banyuasin dan disampaikan kepada menteri keuangan melalui surat bupati
banyuasin setelah menerima masukkan dari masing-masing daerah Kabupaten
atau Kota.
Faktor-faktor yang mendasari penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena pajak (NPOPTKP) di Kabupaten Banyuasin adalah sebagat berikut :
a. Realisasi target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);
b. Gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat;
¢. Dampak penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak;
d. Daya beli masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam bidang perumahan.

Pada umumnya, faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan

oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota relatif sama. Tetapi yang berbeda adalah




59

dengan situasi dan kondisi objektif yang mencakup segi-segi kehidupan
dari masyarakat kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini membuka
kemungkinan terjadinya perbedaaan NPOPTKP antara satu daerah dengan
daerah yang lainnya.

2. Pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh Notaris
harus memenuhi parsyaratan kewajiban perpajakan, oleh karena itu selain
pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB , juga
disyaratkan oleh pejabat yang berwenang pelunasan Pajak Penghasilan
( PPh) serta pelampiran bukti pelunasan atau Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) dalam rangka untuk
mengetahui Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) tanah dan atau bangunan
yang bersangkutan. Untuk menjamin kelancaran serta mengefisiensikan
proses pemungutan pemungutan pajak, Undang — Undang memberikan
sanksi kepada Notaris apabila Akta tersebut ditandatangani sebelum para

pihak menunjukkan bukti pembayaran pajak — pajak yang terutang,.

B. Saran
Saran-saran yang berikan adalah sebagai berkut :

1. NPOPTKP yang berlaku secara regional khususnya untuk Kabupaten
Banyuasin sebagai sarana untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah
dari pemungutan Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan harus
dapat mengakomodasikan dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan, khusunya segi-segi kehidupan sosial yang terkait dengan



kegiatan pemenuhan kebutahan dasar manusia. Berdasarkan kondisi sosial
dan perckonomian teraktual masyarakat Kabupaten Banyuasin, sebaiknya
NPOPTKP untuk beberapa tahun yang akan datang Kabupaten Banyuasin,
sebaiknya NPOPTKP untuk beberapa tahun yang akan dating tidak
diturunkan nilainya. Sebagai bentuk perlindungan yang nyata dari
pemerintah terhadap masyarakat ekonomi lemah, apabila keadaan
memungkinkan maka NPOPTKP dapat ditingkatkan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada pungutan-pungutan selain Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dilunasi para pihak
dalam hal terjadi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang
dilakukan dengan Akta PPAT, sehingga masyarakat lebih memahami hak
dan kewajibannya dibidang perpajakan.

3. Untuk masa yang akan datang, harus dicari mekanisme yang lebih baik
dalam upaya untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dari pungutan
pajak, khususnya pajak-pajak yang terkait dengan bidang pertanahan.
Upaya yang dapat dicoba adalah dengan mengkaji kembali kebijakan tarif
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menerapkan tarif
progresif berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak, sehingga
secara tidak langsung akan mengakibatkan terjadinya semacam subsidi
silang antara Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebth
baik kuat dengan Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi

yang lebih lemah.
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4. Masyarakat dari golongan ekonomi lemah tetap harus di beri jaminan atas
penghidupan yang layak, artinya terpenuhi kebutuhan pangan, sandang,
dan papan, serta diberikan toleransi atau keringanan dari pungutan-
pungutan atau pajak yang dirasa memberatkan. Oleh karena itu dalam
bidang perumahan, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas
kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia dari golongan

ekonomi lemah.
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